ABSTRAK

Kegiatan usaha BUMN membutuhkan biaya yang relatif tinggi dengan
rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan modal yang ditanamkan berdampak
pada utang perusahaan. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang
tersebut adalah dengan menggunakan hukum kepailitan yang diatur dalam UU
KPKPU. Praktik kepailitan pada BUMN memiliki tingkat kompleksitas yang
tinggi, kepailitan pada BUMN bukanlah hal yang mudah untuk terjadi. Penelitian
ini membahas mengenai kompleksnya kepailitan yang terjadi pada PT Merpati
Nusantara Airlines (Persero).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara Putusan Pailit
yang membatalkan Putusan PKPU PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dengan
UU KPKPU, serta tanggung jawab Negara terhadap pembayaran hak-hak Para Eks
Karyawan dalam kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang berakhir
insolvensi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Sumber dan jenis
data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan PKPU yang mengesahkan
proposal rencana perdamaian tidak sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU
KPKPU terkait jumlah tagihan Kreditor Separatis, sehingga seharusnya Putusan
Pailit tidak ada dan proposal rencana perdamaian tersebut ditolak. Hal tersebut
membuat harta pailit PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berada dalam
keadaan insolvensi. Negara sebagai Pemegang Saham memberikan kuasa kepada
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk melakukan restrukturisasi dan/atau
revitalisasi terhadap PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), yang dilakukan
dengan cara penyelesaian hak-hak normatif karyawan dan pembubaran PT Merpati
Nusantara Airlines (Persero), sehingga Negara harus menyelesaikan pembayaran
hak-hak normatif Para Eks Karyawan yang belum sepenuhnya dibayarkan.
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